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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Fenomena genosida merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai 

kejahatan luar biasa yang rasanya sudah tidak terdengar asing lagi bagi 

masyarakat di dunia. Genosida terbentuk dari dua kata, yaitu ‘geno’ dan 

‘cidium.’ Kata ‘geno’ diambil dari Bahasa Yunani yang memiliki arti ‘ras’, 

sedangkan ‘cidium’ berasal dari Bahasa Latin yaitu ‘membunuh’.1 Menurut 

Pasal 6 Statuta Roma 1998, genosida merupakan kejahatan yang dilakukan 

secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian 

etnis, ras, suku, dan agama seperti:2 

a. Membunuh suatu kelompok; 

 

b. Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok; 

 

c. Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka 

fisik baik sebagian maupun keseluruhan; 

d. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam 

kelompok; 

e. Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok 

lain. 

Definisi genosida dimuat dalam Konvensi Genosida tahun 1948 yang pada 

masa berikutnya juga diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional 

 
 

 

hlm. 27. 

1 Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional, edisi 1 (Yogyakarta: Andi Offset: 2015), 

 
2 Ketut Alit Putra, dkk., Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada 

Etnis Rohingya Ditinjau Dari Prespektif hukum Pidana Intenasional, e-Journal Komunitas Yustisia 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 69. 
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yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, baik yang 

bersifat ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 

(ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), maupun yang 

bersifat permanen seperti International Criminal Court (ICC).3 Dalam Statuta 

ICTY, rumusan tentang genosida yang sama dengan rumusan Pasal 4 Konvensi 

Genosida 1948, sedangkan Statuta ICTR dimuat dalam Pasal 2. Substansi yang 

sama juga terdapat dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan 

International Criminal Court (ICC). Genosida dapat dibagi beberapa jenis, 

diantaranya: 

a. Genosida Hegemonial: Pembunuhan masal yang terjadi ketika berbeda 

etnis, agama, atau kelompok nasional untuk tunduk pada otoritas pusat, 

misalnya selama konsolidasi kekuasaan oleh negara baru atau dalam 

perjalanan pengembangan nasional.4 

b. Genosida Xenophobic: Pembunuhan masal terhadap etnis, agama, atau 

bangsa yang berbeda kelompok dalam pelayanan doktrin perlindungan 

nasional atau pemurnian sosial yang mendefinisikan korban sebagai 

makhluk yang mengancam.5 

Etnis Rohingya mengalami beberapa bentuk pelanggaran Hak Asasi 

Manusia sejak tahun 1978 salah satunya adalah genosida. Salah satu kasus 

genosida yang telah dialami oleh Etnis Rohingya ini adalah pada tahun 2017 

militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran di negara bagian Rakhine. 

 

3 Arie Siswanto, Op. Cit., hlm 29. 
4 Ben Meiche, Hegemonic Understandings of Genocide and Ontologies of Mass Violence, 

5 Juli 2019, (The Disorder of Things), https://thedisorderofthings.com/2019/07/05/hegemonic- 

understandings-of-genocide-and-ontologies-of-mass-violence/. 
5 Lisa Fristscher, Xenophobia: The Fear of Strangers,7 Juni 2023, (Verywellmind), 

https://www.verywellmind.com/xenophobia-fear-of-strangers-2671881. 

https://thedisorderofthings.com/2019/07/05/hegemonic-understandings-of-genocide-and-ontologies-of-mass-violence/
https://thedisorderofthings.com/2019/07/05/hegemonic-understandings-of-genocide-and-ontologies-of-mass-violence/
https://www.verywellmind.com/xenophobia-fear-of-strangers-2671881
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Menurut tuduhan yang diajukan Gambia kepada International Criminal Justice 

(ICJ), militer Myanmar telah melakukan operasi pembersihan yang luas dan 

sistematis terhadap Rohingya, mulai dari akhir tahun 2016 hingga bulan Agustus 

2017.6 

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis Indo-Arya yang berasal dari 

Rakhine (Rohingya) di Myanmar. Etnis ini juga berhubungan dengan Bahasa 

Indo-Arya di India dan Bangladesh. Pada masa kolonialisme, muslim di daerah 

Arakan disebut dalam berbagai jenis cara yakni, Muslim, Mohamaden, 

Chittagonia atau Bengkalis, Rooinga, dan Rossawn. Kemudian pada tahun 1799, 

Francis Buchanan, seorang ahli bedah dari Skotlandia melakukan perjalanan 

menuju Burma untuk bertemu dengan anggota dari kelompok etnis Muslim yang 

telah lama menetap di Rakhine, dan menyebut nama mereka dengan sebutan 

Rooinga.7 Akan tetapi, Etnis Rohingya tidak dapat disebut sebagai etnis 

dikarenakan kata etnis biasa diterapkan pada label politis yang digunakan untuk 

memperjuangkan eksistensi kelompok tersebut di Myanmar. 8 

Ketika mereka diserang oleh pasukan Myanmar, etnis Rohingya pindah dari 

satu desa ke desa lainnya untuk mencari tempat tinggal yang aman. Beberapa dari 

mereka melarikan diri ke Malaysia, India, atau Bangladesh. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Nicole Messner, terdapat pada sumber pemimpin desa 

menjelaskan bagaimana orang kaya dan berpendidikan Rohingya menjadi orang 

pertama yang ditangkap dan tidak akan pernah kembali. Dari kejadian ini, PBB 

 

6 Serin Prisilia Tutkey, dkk., Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan 

Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional, Lex Administratum, Vol. 9 No. 6 

(2021), hlm. 30. 
7 Haradhan Kumar Mohajan, History of Rakhine State and the origin of the Rohingya 

Muslims, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2 No.1 (2018), hlm. 27. 
8 Patrick Hein, The Re-ethnicisation of Politics in Myanmar and the Making of the 

Rohingya Ethnicity Paradox, India Quarterly, Vol. 74 No. 4 (2018), hlm. 3. 
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mengidentifikasi strategi ini merupakan bagian dari rencana yang disengaja untuk 

melenyapkan sumber daya masyarakat dan melemahkan kemampuan penduduk 

Rohingya untuk membangun di Myanmar.9 Pada tahun 1948 dimana ketika 

Myanmar Merdeka, Rohingya ini diakui sebagai warga negara. Akan tetapi, pada 

akhir tahun 1978, pemerintah Myanmar telah melakukan operasi untuk 

menyangkal kewarganegaraan mereka, dan kemudian Rohingya digambarkan 

sebagai warga negara illegal. Pada Undang-Undang Citizenship 1982 Myanmar 

terdapat pengecualian Rohingya sebagai warga negara sebagai warga negara 

secara kategori.10 

Etnis Rohingya memiliki ruang gerak yang terbatas. Seiring berjalannya 

waktu, pembatasan yang dilakukan ini telah memakan banyak kerugian seperti 

hilangnya lahan pertanian. Pemerintah kota mewajibkan mereka untuk membayar 

tiket perjalanan harian untuk melakukan perjalanan, dan tentara di pos bagian 

pemeriksaan militer sering memeras mereka. Pada akhirnya hal ini menyulitkan 

mereka untuk mendapatkan beberapa fasilitas negara seperti sekolah, kesehatan, 

dan beberapa layanan fasilitas lainnya. 11 

Pada bulan November tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan sebelum 

Mahkamah Internasional menuduh bahwa kekejaman Myanmar terhadap 

Rohingya di Negara Bagian Rakhine melanggar beberapa ketentuan Konvensi 

Genosida. Atas permintaan Gambia, ICJ akhirnya mengadakan sidang pada bulan 

Desember tahun 2019 untuk melindungi Etnis Rohingya dari Myanmar untuk 

 

9 Nicole Messner, dkk, Qualitative evidence of crimes against humanity: the August 2017 

attacks on the Rohingya in northern Rakhine State, Myanmar. Messner et al. Conflict and Health, 

Vol. 13 No. 41 (2019), hlm. 11. 
10 Patricia Nabuco Martucelli, dkk. Defying Genocide in Myanmar : Everyday Resistance 

Narratives of Rohingyas, Journal of genocide Research, Vol. 25 No. 2 (2022), hlm 11. 
11 Ken MacLean, The Rohingya Crisis and the Practices of Erasure, Journal of genocide 

Research, Vol.21 No.1 (2018), hlm. 9. 



5  

sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk mencegah Myanmar yang melakukan 

segala jenis tindakan genosida terhadap Rohingya.12 Kemudian Myanmar 

menolak gugatan yang diajukan Gambia, dikarenakan Gambia tidak memiliki 

keterikatan antara Myanmar dan Etnis Rohignya. Namun, International Criminal 

Justice (ICJ) menolak, dengan alasan semua negara yang telah menandatangani 

Konvensi Genosida memiliki kepentingan bersama demi memastikan, 

pencegahan, dan penghukuman genosida, dengan berkomitmen untuk memenuhi 

kewajiban yang terdapat dalam konvensi tersebut.13 

Rakhine di wilayah Arakan Utara Myanmar adalah wilayah perbatasan 

yang dekat dengan Bangladesh yang menjadi persoalan dunia dikarenakan 

725.000 orang Rohingya memiliki nasib yang begitu memprihatinkan.14 Genosida 

merupakan kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran hukum berat. 

Kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan yang dinilai serius dikarenakan 

kejahatan ini melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah 

diatur dalam Statuta Roma 1998.15 

Secara umum, definisi kejahatan genosida juga terdapat dalam 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau 

HAM menyerupai rumusan Statuta Roma 1998. Termasuk ketentuan mengenai 

tindakan percobaan, permufakatan jahat serta pembantuan untuk melakukan 

 

12 Myanmar: Rohingya genocide Case Steps Toward Justice, 14 Februari 2022, (Human 

Right Watch), https://www.hrw.org/news/2022/02/14/myanmar-rohingya-genocide-case-steps- 

toward-justice. 
13 World Court Rejects Myanmar Objections to genocide Case, 22 Juli 2022, (Human Right 

Watch), https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections- 

genocide-case. 
14 Poltak Partogi Nainggolan, Aktor non-negara: Kajian Implikasi Kejahatan 

Transnasional di Asia Tenggara, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2018), hlm. 6. 
15 Komang A.D. Febriani, Pelanggaran HAM Dalam Dalam Tindak Kejahatan Genosida 

Etnis Rohingya di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, e-Journal Komunitas 

Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, (2021), hlm. 886. 

https://www.hrw.org/news/2022/02/14/myanmar-rohingya-genocide-case-steps-toward-justice
https://www.hrw.org/news/2022/02/14/myanmar-rohingya-genocide-case-steps-toward-justice
https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case
https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case
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kejahatan , yang akan dipidana dengan ancaman yang sama dengan pelaku 

kejahatan genosida. Di Indonesia, kejahatan genosida termasuk ke dalam 

pelanggaran HAM Berat. Hal ini terlampir pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimana undang-undang ini 

memiliki kemiripan dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang berisikan:16 

Article 6 

Genocide 

For the purpose of this Statute, genocide means any of the following acts 

committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial 

or religious group, as such: 

(a) Killing members of the group; 

 

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

 

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about 

its physical destruction in whole or in part; 

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

 

(e) Forcibly transferring children of the group to another group. 

 

Diartikan bahwa, untuk keperluan statuta ini, genosida berarti setiap 

perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, 

seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau 

keagamaan, seperti misalnya: 

 

 

16 Mujiono Hafidh P., Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal 

Gema Keadilan, Vol. 7 No. 3, (2020), hlm. 119. 
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a. Membunuh anggota kelompok tertentu; 

 

b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota 

kelompok tersebut; 

c. Secara sengaja menghadirkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang 

diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau 

untuk sebagian; 

d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran 

dalam kelompok tersebut; 

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok 

lain. 

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan 

HAM ini memiliki sedikit perbedaan dengan Statuta Roma 1998. Pada Undang- 

Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki dua lingkup kewenangan dalam 

pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan dalam 

kemanusiaan. Sedangkan pada Statuta Roma memiliki empat lingkup kewenangan 

dalam pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan perang (war crimes), kejahatan 

genosida (genocide), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against 

humanity), dan kejahatan agresi (aggression).17 Namun, seiring perkembangan 

zaman, banyaknya jenis genosida ini telah ditemukan.18 

Dalam bidang hukum internasional, negara berperan sebagai pemikul 

tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran HAM. 

 

17 M.O. Saut Hamonangan, dkk. Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma dan 

Harmonisasinya pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Jurnal 

Pendidikan Tambusai, Vol. 4, No, 1 (2020), hlm 459. 
18 Sheri P. Rosenberg, Genocide is a Process, Not an Event, Genocide Studies and 

Prevention, Vol.7 No.1 (2012), hlm. 19 
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Tanggung jawab negara ini bersifat absolut, ia tidak dapat kurangi dengan alasan 

politik, ekonomi, maupun budaya.19 Dalam kasus genosida yang terjadi dengan 

Etnis Rohingya ini, Myanmar sudah dapat dipastikan harus memenuhi 

tanggungjawab atas perbuatannya terhadap Etnis Rohingya, dikarenakan 

Myanmar sendiri telah melanggar perannya dalam memikul tanggung jawab atas 

dasar HAM. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa kasus Genosida yang 

melanggar Konvesi PBB, yakni:20 

1. Genosida Armenia 

 

Sejak tahun 1915, etnis Armenis oleh Turki Ottoman dikumpulkan, 

dideportasi dan dieksekusi atas pemerintah. Jumlah kematian dikarenakan 

pembantaian, pemulangan, deportasi paksa serta penyakit pengungsian 

diperkirakan mencapai 1 juta etnis Armenia, Asyur dan Yunani pada tahun 

1915 sampai 1923. Kemudian pada tahun 1894 terjadi pembantaian kotak 

di telinga Dimana Pasukan Utsuani, militer, dan warga sipil menyerang 

desa-desa Armenia di Anatolia Timur, hal ini merupakan pertama dari 

pembantaian Armenia yang menewaskan 8.000 orang Armenia, termasuk 

anak-anak. 

2. Holocaust Jerman 

 

Partai Nazi Jerman setelah berkuasa pada tahun 1933 menerapkan strategi 

penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang bertujuan untuk 

memurnikan Jerman secara Etnis. Sebanyak enam juta orang Yahudi dan 

lima juta Lavia, Roma, disabilitas, dan lainnya tewas selama Holocaust. 

 

19 Setiyani, Joko Setiyono, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap 

Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 

Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 270. 
20 Serin Prisilia Tutkey, dkk.,Op.Cit , hlm 30. 
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Sekitar 30.000 pria Yahudi juga ditangkap dan dibawa ke kamp 

konsentrasi. 

3. Khamer Merah Kamboja 

 

Pada tahun 1975 kelompok Khamer Merah mengambil pemerintah 

Kamboja dan memulai kampanye Pendidikan Ulang yang menargetkan 

para pembangkang politik. Mereka menargetkan golongan dokter, guru, 

dan siswa yang dicurgai menerima pendidikan. Dalam kurun waktu 4 

tahun setelah mereka berkuasa, sebanyak 1,7 sampai 2 juta warga kamboja 

tewas dalam pembantaian Khamer Merah. 

4. Rwanda 

 

Berawal dari kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Rwanda, 

Juneval Habyarimana pada tahun 1994. Memicu kekerasan terorganisir 

terhadap suku Tutsi dan warga sipil Hutu moderat yang menewaskan 

sekitar 800.000 jiwa. Mereka dibantai dalam program genosida yang 

dilakukan selama 100 hari. Genosida ini dikatakan sebagai pembantaian 

tercepat dalam sejarah dunia. 

5. Bosnia 
 

Konflik etnis yang terjadi pada tahun 1991 mengakibatkan Yugoslavia 

pecah. Ketika Republik Bosnia Herzegovina mendeklarasikan 

kemerdekaan pada tahun 1992, terjadi konflik antara warga sipil Serbia 

dengan Bosnia dan Kroasia, mereka menargetkan warga sipil Bosnia dan 

Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam 

kampanye pembersihan etnis. Perang ini menewaskan sekitar 100.000 

orang. 

6. Perang Saudara Sudan 
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Sekitar 10 tahun lalu, pemerintah Sudan melakukan genosida terhadap 

warga sipil Darfuri yang menewaskan 300.000 orang dan lebih dari 2 juta 

warga lainnya mengungsi. Kejadian ini disebabkan oleh krisis yang 

berlangsung di Darfur. Kemudian pada 2010 pemerintah Sudan dan 

pemberontak Darfur menandatangani perjanjian gencatan senjata dan 

memulai forum perdamaian Doha. 

7. Rohingya di Myanmar 

 

Satu juta orang Rohingya di Myanmar sebgaian besar tinggal di negara 

bagian Rakhine pada tahun 2007. Myanmar yang mayoritas penduduknya 

beragama Buddha menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal. Warga 

Rohingya telah lama mengeluhkan adanya penganiayaan. Pada tahun 2017 

Myanmar melakukan operasi besar-besaran di negara bagian Rakhine. 

Kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi 

tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional yang telah dituangkan 

dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta International Criminal Tribunals for the 

Former Yugoslavia (ICTY), Statuta International Criminal Tribunals for Rwanda 

(ICTR) serta Statuta Roma 1998. Tindakan genosida ini telah menewaskan 1.000 

korban, termasuk anak-anak dan bayi terhitung sejaht 2012 sampai 2016. Lalu 

pada tahun 2017 setidaknya terdapat 10.000 korban Rohingya, termasuk anak- 

anak dan bayi meinggal dunia yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit di 

kamp pengungsian Internally Displaced People (IDP).21 

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya dampak yang ditimbulkan dari 

kejahatan  genosida  diantaranya  korban  jiwa,  penderitaan  manusia  secara 

21 Haradhan Mohajan, The Rohingya Muslims in Myanmar Are Victim of Genocide!, 

ABC Journal of Advanced Research, Vol. 7 No. 1, (2018), hlm. 8. 
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psikologis, pengungsi yang mengakibatkan krisis pengungsi yang besar, 

diskriminasi, dan ketidakpastian masa depan. Dampak dari genosida ini memiliki 

relevansi terhadap pelanggaran HAM, terutama pada poin ketidakpastian masa 

depan dikarenakan pemutusan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 

Berdasarkan penjabaran pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul Kejahatan 

Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya dalam 

Perspektif Hukum Pidana Internasional. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah: 

1. Mengapa Myanmar melakukan Genosida terhadap Etnis Rakhine 

(Rohingya)? 

2. Bagaimana hukum pidana internasional mengatur tentang genosida 

yang terjadi pada Etnis Rohingya? 

3. Bagaimana tanggungjawab negara terhadap kejahatan genosida, 

khususnya terhadap Etnis Rakhine (Rohingya)? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis penyebab dari tindak kejahatan genosida yang 

dialami Etnis Rohingya. 

2. Untuk menelaah pengaturan Mahkamah Internasional mengenai 

kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya. 
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3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban negara mengenai kejahatan 

genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian di atas 

diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya hal yang terkait dengan 

tindak kejahatan genosida. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, 

termasuk bagi para akademisi yang akan mengembangkan ilmu hukum 

pidana internasional yang kemudian dapat digunakan sebagai data 

sekunder untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kejahatan 

internasional. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana 

internasional yang akan menggunakan ketentuan internasional, yang akan 

meliputi Konvensi genosida 1948, Statuta Roma 1998, Statuta ICTY, 

Statuta ICTR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Hak Asasi Manusia 
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Menurut Mariam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh 

manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran 

dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia 

tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, 

dikarenakan itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua orang harus 

memperoleh kesempatan berkembang dengan bakat dan cita-citanya.22 

HAM merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh negara berupa 

perlindungan hukum dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang 

diberikan oleh negara. Kemudian negara tersebut akan memberikan 

perlindungan hukum bagi hak asasi setiap manusia dengan mengutamakan 

kesetaraan dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.23 Perlindungan hak asasi 

manusia memang merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap 

manusia dan pemerintah negara memang wajib untuk memberikan hak 

perlindungan tersebut kepada warga negaranya. 

Teori ini akan digunakan dalam penulisan ini, dikarenakan perlunya 

perlindungan hukum HAM yang dibutuhkan Etnis Rohingya. Dikarenakan 

kejadian yang dialami etnis ini telah digolongkan pada kejahatan genosida. 

Tindakan ini termasuk dalam tindakan yang tidak manusiawi yang 

pastinya tindakan ini melanggar HAM. 

 

22 Firdaus Arifin, Hak Asasi Mausia (Teori Perkembangan dan Pengaturan), (Yogyakarta: 

Thafa Media: 2019), hlm 35. 
23 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Humaniter, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 

2015), hlm 158. 
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2. Teori Pertanggungjawaban Negara 

 

Menurut A Dictionary of Law tanggung jawab negara adalah The 

obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply 

with a legal obligation under international law yang memiliki arti bahwa 

tanggung jawab negara untuk melakukan perbaikan timbul ketika suatu 

negara melakukan kesalahan dan untuk mematuhi kewajiban hukum 

berdasarkan hukum internasional.24 Menurut Sugeng Istanto 

pertanggungjawaban negara adalah kewajiban memberikan jawaban yang 

merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk 

memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.25 

Dalam teori ini keterlibatan negara dalam praktik kejahatan genosida ini 

secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi tolak ukur 

terjadinya kejahatan internasional. Teori ini lahir dikarenakan terdapat 

negara sebagai subjek hukum internasional melakukan pelanggaran 

kewajiban internasional.26 Berdasarkan teori ini Myanmar dinilai secara 

langsung telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional, dan 

beberapa bukti menyatakan bahwa Myanmar memiliki relevansi dalam 

praktik genosida ini. 

Teori ini memiliki relevansi terhadap tindakan genosida yang dialami 

oleh Etnis Rohingya dikarenakan perlunya pertanggungjawaban negara 

yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi ini dan telah melanggar 

 

24 Fatahillah, Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional 

(State Liability For International Criminal Acts), Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 9 No. 2 

(2021), hlm. 16. 
25 F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta: 1994), hlm. 77. 
26 Diajeng Wulan Christianti, Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2021), hlm. 51. 
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kewajiban negara. Berdasarkan pendapat ahli, bahwasanya negara 

Myanmar harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialami oleh 

Etnis Rohingya. 

3. Teori Pidana Internasional 

 

Menurut George Schwarzenberger pengertian hukum pidana 

internasional memiliki enam pengertian, yaitu:27 

a. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup territoria hukum pidana 

internasional (international criminal law in the meaning of the territorial 

scope of municipal criminal law). 

b. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang 

ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (international 

criminal law the meaing of internationally prescribed municipal criminal 

law). 

c. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang 

terdapat di dalam hukum pidana nasional (international criminal law in 

the meaning of internationally authorized municipal criminal law). 

d. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional 

yang diakui sebagai hukum yang oatut dalam kehidupan masyarakat 

bangsa yang beradab (international criminal law in the meaning of 

municipal criminal law common to civilized nations). 

e. Hukum pidana internasional dalam arti Kerjasama internasional dalam 

mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (international criminal 

 

 

27 Romli Atmasasmita, Pengertian Hukum Pidana Internasional, (Bandung: Refika 

Aditama, 2006), hlm. 21. 
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law in the meaning of international cooperation in the administration of 

municipal criminal justice). 

f. Hukum pidana internasional dalam arti kata materil (international criminal 

law in the material sense of the world). 

Begitupun menurut Antonio Cassese mengenai hukum pidana 

internasional sebagai berikut28 International criminal law is a body of 

international law designed both to proscribe international crimes and to impose 

upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It 

also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons 

accused of such crimes. 

Pasal di atas memiliki arti sebagai berikut Hukum pidana internasional 

merupakan sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan- 

kejahatab internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk 

menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan- 

kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili 

orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, 

yang diantaranya adalah: 

 

 

 
 

 

 

 

 

28 I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Internasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), hlm. 1. 
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1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, 

berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

2. Metode pendekatan 

 

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan kasus, dan pendekatan historis. 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

 

Pendekatan ini penulis akan menelaah semua peraturan dan 

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas.29 

Pendekatan ini juga menggunakan istilah pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang 

mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar 

dalam penelitian. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus 

yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.30 Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara 

lebih mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, 

Masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, 

faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam suatu 

29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram-NTB: Mataram University Press: 

2020) hlm. 56. 
30 Ibid, hlm. 57. 
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masyarakat.31 Dalam penelitian ini ingin mencari mengapa Negara 

Myanmar dapat melakukan kejahatan genosida terhadap Etnis 

Rohingya. 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

 

Pendekatan ini penulis akan menelaah latar belakang apa yang 

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang 

dihadapi.32 Penelitian historis juga merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk merekonstruksikan suatu penulisan secara 

sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu dengan cara 

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta 

menyintesiskan data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan 

yang valid.33 Penelitian dengan metode pendekatan ini berdasarkan 

pada data yang telah terjadi di alam ini. Dalam penelitian ini 

pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui asal usul Etnis 

Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga Negara Myanmar. 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

 

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian 

ini terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan Hukum Primer yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

 

31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10. 
32 Ibid, hlm. 57. 
33 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 9. 
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1. Statuta Roma 1998. 

 

2. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 

Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of 

The Crime of Genocide) Tahun 1948. 

3. Konvensi PBB. 

 

4. Deklarasi Universal HAM Tahun 1948. 

 

5. Konvensi tentang Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Refugee 

Convention) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang menjelaskan dan menguatkan 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan- 

bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu proses penelitian.34 Bahan hukum sekunder yang akan 

penulis gunakan dapat berupa, berbagai macam buku mengenai 

hukum, jurnal, serta bahan-bahan lainnya yang bekaitan dengan 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

maupun sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 

dokumen International Court of Justice (ICJ), dan ensiklopedia 

hukum. 

 

 

 

34 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pada 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, 

menelaah, mengutip analisis yang berasal dari berbagai sumber buku, 

dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif, 

yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian. 

Berarti data dan informasi dikumpulkan lalu kemudian diuraikan dalam 

bentuk kata-kata dan dihubungkan dengan cara sistematis untuk menarik 

kesimpulan dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode Induktif, yang mana suatu cara khusus untuk menarik sesuatu 

kesimpulan yang dimulai dari adanya pernyataan umum menuju 

pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran. 
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